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Untuk mewyjudkan tata kelola pemerintahan l){(Ia(rliﬁ
- °rsih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (ASN)
di lin;iendorong peran serta Aparatur Sipil Negara (alam
Upaya Ungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta d e
perly fencegah dan memberantas tindak pidana kortép
Penan adanya  syaty mekanisme pelaporan ar;
dugaaﬁal}an Pengaduan (whistle blowing system) ata
tin, Pidana korupsi;

. b :
p::::;amdal 1 rangka memberikan persepsi dan
serta an yang sama tentang mekanisme pelaporan

penangan

] i tem)

d . an pengaduan (whistle blowing system)
s:cgaan tindak pidana korupsi agar dapat ditangani
pedara tepat, cepat dan bertanggung jawab perlu disusun
Oman pelaksanaan penanganan pengaduan (whistle

blOlUlng syste A 3
m t
B ystem) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
huruf a dan huruf b, untuk menjamin

kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu
menetapkan  Peratyran Bupati Purwakarta tentang
Pedoman Penanganan Penga

duan (whistle blowing
system) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



Pasal 9
; egahan dan/atay
k &?a dalam usaha membantu upaya Pen®
" korupsi diberi penghargaan.

Ketentuanp leb; Pesl 10 ganan
angari
t Mengena; sistem PNt 1am
. t -"'8nai Pedoman Pelaksanaan m dala
Pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bup
BAB v]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bunat:

: inj
Agar Setiap oran ! mu}
e

& berlaky pada tanggal diundangkan.
Bupati inj dengan

: urarn
pem ngetahulnya, memerintahkan pengundangan Per::;C :
nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta-

Ditetapkan di Purwakarta ,
pada tanggal |9 Pgustis 2021
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Diundangkan dj Purwakarta
pada tanggal 1§ Agucqp 5,9,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN Py RWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 702 NOMOR 90
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Pidang Orupg; Peja Pat/pegawai yang dilap
Ukum 1 ¢ :

a
galahan i
* Perha) Udak terbykti melakukan k,::,‘kn_vn gesua
peratumn Pe en apu‘kan pemulihan nama
d
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PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
Pelaporan
m Pe

duan
. ran pengﬂ
dugaan“t?:g‘a&n_ Pengaduan melaporkan penanganan lagg' PR
Kewenay, atg;gana OTupsi secara berkala kepada;aitélr’an d?'ga;?kasikan
ﬁf,fy“:t;‘ e berardnae l;i:;: lg(amkgn] p&?f;‘fs?“yi"ng dape delrr)tl;mb?ngkag
Tkait g US dan gpogic,Patl. In dengan memj ta penjelasa
adugy tid el‘Salzthatlgnk penanm; e : el
Penerip.. PeTkembgy, » dalam hal
enenma

. ikan, T1I
isampa ib
P 8an tindak lanjut atas laporan yang d e 3 waJan
Menginform, ﬁ? faduan ¢, petugas  pada Irelrsr}:beri penjelas
; an Statyg dengan m
mengeng; A Penanganannya i rsebut.
Apabilg dan-al dimalsyq kepada pelapor (Whistle Blower) te

ur
' dung uns
Undak pjgq,, asil augjt ditemukan penyimpangan yang mengan
a UPsi, laporan disampaikan kepada : .. pemberantasan
I};‘g’&?ﬂ{ (kebijakan/kepolisian) atau bKorr'nSlinformaSi/b clish
yan igunakan sebagai
Denanganan lebih lanil .akan digun

an o . iabat yang
berw, gsua 18 dari Pejabat/pegawai yang diaudit atau pejterc fomp
: amen 4 menindaklanjuti rekomendasi yang A
cal laporap
Apabila qapi

il n tindak
1 s ary .ha.sll audit dltemukan penylmpangan yang men.'lerll;Il:: laporan
}?‘gillui,iﬁlt';tiptlidn Memenuhi unsyr tindak pidana komps':iﬂr(natau o
oo dak perly g i instansi penyi
Pemberantaggy oo Y disampaikan kepada in

an Korups; (kpg).
- Pemantayap 1y, Aol (KPK)

lanjut Hasjp Audit . i a
Pemantayap hasil penajlganan laporan pengaduaan dugaan Tindak n}:‘g:ﬁli
Korupsi (TPK) dilajerens oleh Inspektorat baik secara Iegaie ang
pemutakhiran gap, rapat koordinasi, monitoring oleh pejaba ikydan
menangani, atay, Pemantauan secara tidak langsung melalui e-lektronpidana
melalui surat. Pemantayan Penaganan pengaduan dugaan Tindak selesai
Korupsi (TpK) dikelompokan menjadi status dal?m Pftsf_:’t St;ﬁ,‘;irbiman

: : X . ; i nspekto

disertai bukti-by Status  selesai a%?ﬁ{l}.lam unlzuk dilakukan secara

meneruskan ke Penegak

2 BUPATI PURWAKARTA 9

N RATNA MUSTIKA




